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PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
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TENTANG

PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

a. bahwa untuk mewujudkan struktur organisasi yang

1.

tepat fungsi. tepat ukuran, dan tepat proses, perlu
dilakukan penataan ketatalaksanaan dengan menyusun
peta proses bisnis;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Pasuruan tentang Peta Proses Bisnis di
Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
551);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
411);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor
11);

MEMUTUSKAN ...



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Kota adalah Kota Pasuruan.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan
efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan
kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar
menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi
pemangku kepentingan.

Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam
suatu Proses.

Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah
Input menjadi Output.

Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu
Proses.

Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan Input
untuk suatu Proses.

Customer adalah unit organisasi yang menerima Output
suatu Proses.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah
sebagai acuan untuk menyusun Peta Proses Bisnis di
Lingkungan Pemerintah Daerah guna melaksanakan visi,
misi, tujuan, dan strategi organisasi.

Pasal 3 ...



Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar
setiap Perangkat Daerah:

a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif
dan efisien;

b. mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal
maupun eksternal mengenai proses bisnis yang
dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan

c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan
mendokumentasikan secara rinci proses bisnis yang
dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

Pasal 4

Manfaat ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

a. agar mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam
pelaksanaan suatu proses sehingga solusi
penyempurnaan proses lebih terarah; dan

b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga
memudahkan dalam mengendalikan dan
mempertahankan kualitaas pelaksanaan pekerjaan.

BAB III
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 5

Ruang Lingkup penyusunan Peta Proses Bisnis ini meliputi
seluruh kegiatan di lingkungan unit kerja sesuai dengan
dokumen rencana strategis dan rencana kerja unit kerja
Pemerintah Kota.

Pasal 6

Penyusunan Peta Proses Bisnis harus memenuhi beberapa
prinsip sebagai berikut:

a. Definitif, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus memiliki
batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;

b. Urutan, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus terdiri
dari aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;

c. Pelanggan atau Pengguna Layanan, yakni pelanggan
menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.

d. Nilai Tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam
proses harus memberikan nilai tambah bagi penerima,;

e. Keterkaitan ...
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e. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri
sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur
organisasi;

f. Fungsi Silang, yakni suatu Proses mencakup hasil
kerjasama beberapa fungsi dalam suatu organisasi;

g. Sederhana Representatif, yakni mewakili seluruh
aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan
secara sederhana; dan

h. Konsensus Subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit
organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi
pemerintah.

Pasal 7

(1) Sistematika Peta Proses Bisnis, terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL KEGIATAN
BAB III : PENUTUP

(2) Isi serta wuraian Peta Proses Bisnis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Desember 2020
WALIKOTA PASURUAN,
Ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO



Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,
Ttd.

ANOM SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANNA ROHMI INDRASARI, SH. MM.
Pembina
NIP. 19690507 200311 2 001




